
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pengembangan sektor pertanian sampai saat ini telah banyak dilakukan di 

Indonesia. Selain sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan 

petani, sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor penggerak 

pembangunan nasional (Apriantono A. 2004 dalam Kusumaningtyas 2011:14). 

Namun, saat ini yang terjadi adalah munculnya masalah-masalah pertanian 

seperti yang tercantum dalam Konsep Pembangunan Nasional. Masalah pertanian 

yang pada umumnya terjadi di Indonesia adalah masalah kondisi pertanian, 

lemahnya organisasi petani dan masalah permodalan. Masalah permodalan yang 

menimpa petani ditandai dengan sulitnya persyaratan administrasi untuk 

memperoleh modal, serta ada jaminan yang memberatkan petani pada lembaga 

perbankan yang bersangkutan karena lembaga perbankan tidak ingin mengambil 

risiko pada usaha kecil. Sedangkan petani kecil tidak memiliki jaminan 

(collateral) yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh lembaga 

perbankan (Putri dan Heny, 2012:70). 

Hal lainnya yang memberatkan adalah mekanisme perbankan yang menurut 

penduduk pedesaan menyulitkan, sangat birokratis dan biaya transaksinya mahal. 

Sementara bagi lembaga keuangan formal sendiri hampir tidak masuk akal 

melakukan transaksi dengan skala mikro karena jelas akan menyebabkan 

tingginya biaya transaksi dan transaksi dengan sektor usaha yang penuh resiko 

tidak bisa dibenarkan. Walaupun pemerintah telah memberikan subsidi dalam 

bentuk suku bunga rendah, namun tetap menjadi mahal apabila semua biaya 

diperhitungkan seperti : adanya biaya administrasi, biaya transaksi, jangka waktu 

yang lama, bunga bank yang sudah ditentukan kadang terdapat denda bunga 

akumulatif apabila nasabah menunggak pembayaran/ angsuran (Setyarini 2008 

dalam Kusumaningtyas 2011). 

Terkait hal itu, pemerintah ikut serta dalam mengatasi permasalahan 

tersebut dengan mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan (PUAP). Program PUAP merupakan program nasional dalam rangka 
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pengentasan kemiskinan pada sektor pertanian yang telah dilaksanakan oleh 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak tahun 2008. Program ini 

bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) mempunyai beberapa tujuan 

yang tertulis pada Pedoman PUAP (2010), yaitu ; (1) mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis 

di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, (2) meningkatkan kemampuan pelaku 

usaha agribisnis, Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Penyuluh dan 

Penyelia Mitra Tani, (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi 

perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, dan (4) meningkatkan 

fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga 

keuangan dalam rangka akses ke permodalan (BPTP Sumatera Barat, 2010). 

Sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di pedesaan, Menteri 

Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 /Kpts/OT.160/4/2007 

telah menetapkan Gapoktan merupakan format final dari organisasi ditingkat 

petani diperdesaan yang didalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara 

lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit peyediaan saprodi, unit 

kelembagaan keuangan mikro. Kebijakan pengembangan Gapoktan PUAP 

menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan langkah 

strategis Kementrian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani 

skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar diperdesaan, sehingga 

dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi masalah permodalan bagi petani 

perdesaan (BPTP Sumatera Barat, 2013). 

LKM-A merupakan lembaga yang dibentuk dalam mengelola dana PUAP. 

Dimana dana tersebut akan dikelola oleh pengurus LKM-A dan kemudian 

Gapoktan sebagai objek yang akan memperoleh dana tersebut sebagai dana 

bergulir (revolving fund). Dengan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

usaha ekonomi produktif. Dengan demikian, petani yang menggunakan dana 

PUAP memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada LKM-A 

untuk digulirkan kembali ke petani lain dalam Gapoktan yang bersangkutan 

(Ratih dkk, 2015:633).  
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Pengelolaan dana PUAP di Sumatera Barat dilakukan oleh LKM-A. 

Gapoktan PUAP pada tahun 2008-2016 berjumlah 1.037 buah dan telah tumbuh 

1037 unit LKM-A. Dana PUAP disalurkan ke Gapoktan dari pusat bervariasi 

mulai pertengahan bulan Oktober 2008 sampai pertengahan Desember 2008, 

begitu juga tahun 2009 dan 2010. Tahun berikutnya proses pencairan dana PUAP 

lebih cepat dimulai bulan Juni.  Pencairan dana PUAP ke LKM-A oleh Gapoktan 

setelah LKM-A siap operasional, dan selanjutnya LKM-A menyalurkan ke petani 

sesuai Rencana Usaha Anggota (RUA) yang sudah disusun petani. Distribusi 

jumlah Gapoktan dan LKM-A serta perkembangan aset menurut kabupaten/kota 

di Sumatera Barat per Juli 2016 (Lampiran 1). 

Dalam menegembangkan LKM-A perlu manajemen sumber daya, baik 

orang maupun keuangan. LKM-A perlu dinilai kesehatan keuangannya dengan 

melihat kinerja keuangannya. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

(Irham Fahmi, 2012: 2). Maka dari itu, perlunya analisis laporan keuangan guna 

memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan. Kinerja keuangan menjadi 

bagian penting bagi LKM-A dalam pengambilan keputusan. Kinerja keuangan 

memberikan informasi mengenai kondisi keuangan LKM-A. selain itu, kinerja 

keuangan juga menjadi alat ukur prestasi dalam mencapai tujuan LKM-A. 

 
B.  Rumusan Masalah 

Dalam rangka mengatasi masalah permodalan petani, meningkatkan 

aktivitas agribisnis dan membuka lapangan pekerjaan di pedesaan, pemerintah 

telah menggulirkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). 

Hal ini dilakukan agar petani bergabung dan berpartisipasi dalam kelompok tani 

(Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) serta menjaga keberadaan dana 

PUAP sebagai asset bersama yang telah dikembangkan melalui Lembaga 

Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).  

Berdasarkan data distribusi Gapoktan dan LKM-A serta perkembangan asset 

menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat per Juli 2016. Kota Payakumbuh 

merupakan pertumbuhan asset terbesar ketiga di Sumatera Barat sebesar 64,33%, 

32 buah Gapoktan PUAP, dan 32 unit LKM-A (Lampiran 1). 



4 
 

 

LKM-A Pincuran Bonjo merupakan salah satu LKM-A yang terletak di 

Kecamatan Payakumbuh Timur. LKM-A Pincuran Bonjo berdiri pada tanggal 15 

Februari 2008 dan memiliki Badan Hukum No 29/BH/KUMK-PYK/VI/2008 pada 

tanggal 3 Juni 2008. Pada awal terbentuknya LKM-A Pincuran Bonjo memiliki 

anggota sebanyak 35 orang, hingga tahun 2015 anggota LKM-A Pincuran Bonjo 

meningkat menjadi 190 orang (Lampiran 2). 

Pada tahun 2009 LKM-A Pincuran Bonjo mendapatkan fasilitas penguatan 

modal untuk pengembangan usaha produktif sektor pertanian melalui Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). LKM-A Pincuran Bonjo 

memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana dari 

petani untuk petani serta mensejahterakan anggotanya sesuai dengan visi dan misi 

LKM-A Pincuran Bonjo tersebut. LKM-A Pincuran Bonjo telah mendapatkan 

beberapa penghargaan diantaranya, sebagai Koperasi kelas A (sangat baik) pada 

tahun 2012 di Kota Payakumbuh (Lampiran 3), Koperasi Award harapan II tahun 

2013 dari Gubernur Sumatera Barat (Lampiran 4), dan satu-satunya LKM-A yang 

memiliki Sub Terminal Agribisnis (STA) di Sumatera Barat. Menurut data 

laporan bulanan pertanggungjawaban per juli 2016 LKM-A Pincuran Bonjo yang 

merupakan unit usaha permodalan Gapoktan Tigo Sapilin memiliki asset terbesar 

di Kota Payakumbuh sebesar Rp 1.416.071.020 (Lampiran 5). Catatan prestasi 

yang baik tersebut, menunjukan bahwa LKM-A Pincuran Bonjo dapat bertahan 

dari masalah yang pada umumnya terjadi oleh LKM-A di Indonesia. 

Sejak berdiri pada tahun 2008 hingga saat ini LKM-A Pincuran Bonjo 

belum pernah melakukan penilaian kinerja keuangan, namun hanya membuat 

laporan keuangan saja. LKM-A Pincuran Bonjo memiliki pencatatan setiap 

harinya, karena transaksi yang dilakukan oleh nasabah LKM-A dilakukan secara 

rutin. LKM-A Pincuran Bonjo memiliki laporan keuangan dalam bentuk neraca 

dan laporan laba rugi. Pada penelitian ini laporan keuangan yang akan digunakan 

merupakan neraca dan laporan laba rugi dari tahun 2008 hingga 2015. Dilihat dari 

Sisa Hasil Usaha (SHU) Pincuran Bonjo (Lampiran 6), jumlah SHU pada tahun 

2008-2015 menunjukan angka yang selalu meningkat. Peningkatan SHU ini 

belum tentu memberi gambaran baik buruknya keadaan kinerja keuangan LKM-A 

Pincuran Bonjo. 
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Salah satu indikator yang dapat membantu mengukur evaluasi kinerja 

organisasi adalah dilihat dari aspek kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu 

koperasi atau badan usaha lain sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

(stakeholders) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, 

pemerintah, dan pihak manajemen sendiri agar dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi 

terhadap kinerja keuangan (financial) LKM-A Pincuran Bonjo dengan 

menggunakan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan 

rasio aktivitas untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan LKM-A Pincuran 

Bonjo. Karena laporan keuangan saja belum memberikan informasi mengenai 

kinerja keuangan LKM-A Pincuran Bonjo. Berdasarkan uraian diatas, maka 

timbul pertanyaan penelitian yaitu : 

 
1. Bagaimana profil LKM-A Pincuran Bonjo ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan LKM-A Pincuran Bonjo tahun 2008-2015 ? 

Dari pertanyaan tersebut penulis perlu untuk melakukan penelitian yang 

berjudul Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis 

(LKM-A) Pincuran Bonjo, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan 

Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

 
1. Mendeskripsikan Profil LKM-A Pincuran Bonjo 

2. Menganalisis kinerja keuangan LKM-A Pincuran Bonjo tahun 2008-2015 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi LKM-A Pincuran Bonjo, penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

bahan evaluasi internal dan eksternal organisasi serta dapat menjadi acuan 

untuk menentukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan LKM-A. 

2. Bagi penulis dan pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan gagasan dan informasi yang berkaitan dengan 

hasil penelitian ini untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan  bisa  menjadi  bahan 

pertimbangan  dalam  evaluasi  program  yang  telah  ada  maupun dalam 

memberikan program baru terhadap masyarakat. 

 


